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ABSTRAK 

Nama: Anisa Nabila, NIM: 161120153, Judul Skripsi: ANALISIS YURIDIS 
FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS KOMISI 
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM KETATANEGARAAN 
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019. 
 

Sejak awal pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan 
Korupsi,  menimbulkan kontroversi di kalangan fraksi Dewan Perwakilan 
Rakyat. Ada yang mengakatan bahwasannya pembentukan Dewan Pengawas 
Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengintervensi atau melemahkan 
fungsi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan 
tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai lembaga anti korup di Indonesia, 
maka dari itu,  dibentuknya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan 
Korupsi ini untuk menguatkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 
hal memberantas korupsi di Indonesia.   

Penelitian ini berasal dari beberapa pertanyaan mendasar sebagai 
berikut: Bagaimana latar belakang pembentukan Dewan Pengawas Komisi 
Pemberantasan Korupsi ?, Bagaimana analisis yuridis fungsi dan 
kewenangan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan 
Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 ?.  

Penelitian ini bertujuan: 1). Untuk mengetahui pembentukan Dewan 
Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, dan 2). Untuk mengetahui analisis 
yuridis fungsi dan kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan 
Korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2019?.  

Bentuk penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Teknik 
pengumpulan data studi pustaka menggunakan buku-buku, Undang-Undang , 
dan jurnal yang membahas tentang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan 
Korupsi dan Teknik pengolahan datanya induktif.  

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1). Latar belakang 
pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi untuk 
mengawasi kinerja lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi  untuk 
mencegah terjadinya kesewenang-wenangan,  dalam rangka mengawasi 
tugas, fungsi, dan wewenang  Badan  Pengawas Komisi Pemberantasan 
Korupsi  saling kontrol dan menyeimbangkan (Checks and balances) antara 
kinerja  lembaga negara satu dengan yang lain. 2). Fungsi dan Kewenangan 
Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kinerja 
pemberantasan korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi  Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi  Pasal 37A sampai dengan 37C dan terdapat pula 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Organ 
Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.  
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PERSEMBAHAN 
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MOTTO 

                    

                      

              

 

Artinya : "Mereka itu adalah orang-orang yang sukar 

mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram, banyak 

memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang yahudi) datang 

kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah 

putusan diantara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika 

engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan 

membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan 

(perkara mereka), maka putuskan lah dengan adil. Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang adil". (Q.S. Al-Maidah : 42). 
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